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BEBERAPA PANDANGAN UMUM

• Adanya diagnosis yang keliru. Landasan filosofis RUU CK menekankan
bahwa negara perlu melakukan upaya untuk pemenuhan hak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mengacu kepada data 
rendahnya kualitas SDM (sesuai formasi yang dibutuhkan
perusahaan) dan kurang tersedianya lapangan kerja, maka (solusi)
dibutuhkan penyederhanaan perizinan dan reformasi regulasi. 

• Simplifikasi tanggung jawab negara hanya sebatas menjamin usaha
dapat izin, dengan harapan hak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak akan terpenuhi. ???

• Tujuan RUU CK jelas untuk menyederhanakan perizinan. Tidak ada
peta jalan tentang bagaimana mencapai kesejahteraan. 



• Naskah akademik miskin referensi. Hanya ada 9 buku dan 5 jurnal/laporan.

• ± 79 UU yang terdampak dalam RUU CK dan mayoritas adalah
penyederhanaan perizinan sektor. Referensi yang digunakan hanya
mengenai hukum administrasi dan perizinan umum. Tidak ada analisis
yang komprehensif tentang hukum administrasi dan perizinan di sektor
tertentu.

• Ketidakpahaman atas konsep dan masalah masing-masing sektor
berpotensi membuat RUU CK hanya akan merumitkan perizinan. 

• RUU CK menggabungkan beberapa UU yang secara prinsip berbeda: UU 
Panas Bumi-UU Rumah Susun-UU Kebidanan-UU Pos-UU Perfilman. ???

• NA mengakui bahwa sistem OSS adalah terobosan, tapi sulit
diimplementasikan karena hanya dalam level PP dan masih banyak regulasi
yang tumpeng tindih. 



Norma-norma “sakti” di PP OSS
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PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

• Risiko didapatkan dengan mengalikan penilaian terhadap tingkat bahaya (damage) dan 
kemungkinan terjadinya bahaya (probability)

• Penilaian terjadinya bahaya terhadap: aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau
pemanfaatan sumber daya

• Kemungkinan terjadinya bahaya dikelompokan menjadi: tidak pernah terjadi, jarang terjadi, 
pernah terjadi, sering terjadi.



Beberapa Kritik
• Faktor penilaian risiko hanya terbatas pada aspek kesehatan, 

keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan sumber daya. 
Padahal penilaian terkait risiko erat kaitannya dengan persepsi yang 
mungkin berbeda dari satu orang dan orang lain serta dipengaruhi
oleh perkembangan sains dan teknologi.

• Rumus tsb memberikan peluang terhadap beberapa usaha skala
besar tidak dikategorikan sebagai risiko tinggi. Karena 
dampak/potensi dampaknya, mungkin/jarang terjadi (mis: PLTN) tapi
satu kali saja terjadi dampak akan sangat membahayakan. 

• Perizinan berusaha berbasis risiko perlu pendalaman terhadap konsep
dan pengaturan. Padahal mekanisme penentuan dampak penting
dalam AMDAL sudah lebih baik (listing).



AMDAL DAN PARTISIPASI PUBLIK 

• Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting disimplifikasi
hanya terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya. ???

• Komisi Penilai AMDAL dihapus. Tapi masih ada uji kelayakan atau penilaian
dapat dilakukan oleh Lembaga dan/atau ahli bersertifikat. Artinya
dilakukan swasta tanpa pemerintah. Kualifikasi Lembaga dan/atau ahli juga 
tidak jelas ???

• Kriteria usaha berdampak penting diatur dalam PP yang sebelumnya dalam
Permen.

• Pengaturan lebih lanjut mengenai AMDAL diatur dalam PP. ???

• Partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL dibatasi.

• Akses informasi publik terhadap keputusan kelayakan lingkungan dihambat



UU Lingkungan Hidup



RUU Cipta Kerja



RUU Cipta Kerja UU Lingkungan Hidup



UU Lingkungan Hidup RUU Cipta Kerja



IZIN LINGKUNGAN DIHAPUS

• UU 32/2009. (i) sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha; (ii) 
sebagai “bungkus” yuridis AMDAL; (iii) sebagai alat pengendali
pencemaran dan/atau kerusakan; (iv) sebagai “pintu masuk” 
pengawasan dan sanksi; dan (v) dibuat untuk pengintegrasian izin di 
bid LH (Izin LB3, Izin Pembuangan Limbah Cair, dst).

• RUU Cipta Kerja. Dihapus dengan catatan bahwa perizinan berusaha
memuat kewajiban dalam AMDAL dan UKL-UPL. Jika tidak perizinan
berusaha dapat dibatalkan. 



Risiko Izin Lingkungan dihapus

• Akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan
gugatan menjadi berkurang, dan hanya bisa ketika izin usaha sudah
terbit (dimana sudah ada kemungkinan usaha sudah berjalan).

• Hilangnya peluang untuk pengintegrasian izin-izin di bidang
lingkungan hidup (Izin Pembuangan Limbah Cair, Izin LB3, dst) yang 
sudah dimulai di PP OSS.



Izin Lingkungan (terintegrasi) di PP OSS



PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

• Intensitas pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko
kegiatan usaha

• Kewenangan pengawasan ditarik ke pusat dan akan membebani. 
• Penerapan ultimum remedium menghambat penegakan hukum.
• Salah konsep penerapan denda administratif untuk pelanggaran pidana.
• Penghapusan kewenangan PPLH akan merugikan upaya penghentian

dampak dengan segera.
• Ketidakpahaman penyusunan NA mengenai strict liability dalam UU 

Lingkungan, dimaknai sebagai pidana. Dalam RUU CK menjadi “kabur”.
• Strict liability dalam UU Kehutanan dihilangkan.
• Adanya potensi pemindahan beban pertanggungjawaban kebakaran hutan

dari korporasi ke masyarakat. 



UU Lingkungan Hidup RUU Cipta Kerja



Berpotensi memindahkan pertanggungjawaban
hukum kepada masyarakat



RUU Cipta KerjaUU Kehutanan



KESIMPULAN
• Alih-alih menyederhanakan perizinan, ketentuan UU Lingkungan Hidup dalam

RUU CK berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan karena
beberapa sistem yang sudah ajek, dibongkar ulang dan diatur kembali dalam PP.

• Konsep penegakan hukum lingkungan (administrasi, perdata dan pidana) dalam
RUU CK bermasalah dan akan sulit diimplementasikan.

• Penghapusan izin lingkungan, menghilangkan kesempatan penyederhanaan izin
melalui pengintegrasian.

• Pembatasan bahkan penghilangan akses informasi dan partisipasi publik justru
merugikan usaha itu sendiri.

• Ketidakpahaman penyusun terhadap UU Lingkungan Hidup dan hukum
lingkungan membuat ketentuan UU Lingkungan Hidup dalam RUU CK kehilangan
makna.

• Belajar dari permasalahan UU Lingkungan dalam RUU CK dan lemahnya konsep
yang dibangun secara umum terutama dalam NA, maka sebaiknya RUU CK tidak
dilanjutkan.
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